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Abstrak

Dalam tahap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa pada kantor desa
harapan makmur masih kurangya partisipasi masyarakat dalam mngikuti kegiatan musyawarah
yang di adakan oleh desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada kantor desa harapan makmur kecamatan muara
lakitan. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Metode
penelitian yang digunakan peneliti yaitu kualitatif deskriptif dengan cara menganalisi dan
meringkas data yang dikumpulkan dalam bentuk observasi, wawancara, dokumentasi, yang
kemudian akan ditarik kesimpulan untuk disajikan ke dalam skripsi. Hasil penelitian ini adalah
pada tahap transparansi kantor desa harapan makmur dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Pemendagri Nomor 20
Tahun 2018. Sedangkan pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai
dengan ketentuan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018, tahapan pengelolaan keuangan desa
mencangkup  tahap  perencanan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Transpaansi, Akuntabilitas.

Abstract

In the transparency and accountability stage in village financial management at the Harapan
Makmur village office, there is still a lack of community participation in participating in
deliberation activities held by the village. This study aims to determine the transparency and
accountability of village financial management at the Harapan Makmur village office, Muara
Lakitan sub-district. The data sources used by researchers are primary data and secondary
data. The research method used by researchers is descriptive qualitative by analyzing and
summarizing data collected in the form of observations, interviews, documentation, which will
then be concluded to be presented in the thesis. The results of this study are at the transparency
stage of the Harapan Makmur village office from the planning, implementation, administration,
reporting and accountability stages in accordance with the Minister of Home Affairs
Regulation Number 20 of 2018. While accountability in village financial management is in
accordance with the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018,
the stages of village financial management include the planning, implementation,
administration, reporting, and accountability stages carried out in accordance with the
principles of accountability..
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PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan
salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat
ini berkembang pesat seiring dengan
perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan
adanya  tuntutan  transparansi  dan
akuntabilitas  politik atas dana-dana
masyarakat yang dikelola pemerintah,
sehingga memunculkan kebutuhan atas
penggunaan akuntansi dalam mencatat dan
melaporkan kinerja pemerintah (Rifandi
Nofrizal 2024).

Akuntansi pemerintah merupakan
pencatatan serta pelaporan atas transaksi-
transaksi yang sudah terjalin di badan
pemerintahan (Saputra & Fitriwati, 2023).

Akuntansi pemerintah merupakan
akuntansi yang berkaitan dengan aspek
keuangan negara yang berfokus pada
penyediaan layanan untuk menghasilkan
informasi keuangan pemerintah dengan
melalui proses pencatatan, pengelompokan,
pengikhtisaran, dan interprestasi data
keuangan. Tidak hanya diterapkan
dipemerintah pusat, akuntansi pemerintah
juga diterapkan ditingkat daerah pedesaan.
Setiap anggaran dan kegiatan yang
dilakukan

membutuhkan laporan

pertanggungjawaban.

PP Nomor 8 Tahun 2016 Keuangan
Desa adalah dana yang bersumber dari
APBN yang diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota
dan  digunakan  untuk = membiayai
penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan,
kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat (Fercy & Saputra, 2023).

Keuangan desa merupakan hal yang
paling penting dalam pemerintahan desa.
Peran besar dalam pengelolaan keuangan
desa secara mandiri yang diterima oleh desa
harus disertai dengan tanggungjawab yang
besar pula. Oleh karenanya, pemerintah
harus menerapkan prinsip akuntabilitas
dalam tata Kelola pemerintahannya.
Sehingga semua  kegiatan  dalam
penyelenggaan pemerintah dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
desa dan pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu, dalam tata kelola
pemerintahannya desa dituntut pula untuk
menerapkan prinsip transparansi sehingga
memungkinkan masyarakat untuk
mendapatkan kebebasan dalam mengakses
informasi tentang pengelolaan keuangan

desa.
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Menurut Permendagri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa ialah semua aktivitas yang mencakup
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan  pertanggungjawaban
keuangan desa. Problematika yang erat
hubungannya dengan pengelolaan
keuangan desa yaitu adanya tindak korupsi,
penyelewengan dan penyalahgunaan dana.
Maka dalam mengelola keuangan desa,
Pemerintah Desa diharapkan menerapkan
prinsip transparan, akuntabel, partisipatif,
sesuai dengan sistem akuntansi keuangan
pemerintah.

Transparansi berdasarkan
Permendagri No. 71 Tahun 2010 adalah
memberikan informasi keuangan yang
terbuka dan jujur kepada publik atas dasar
bahwa publik memiliki hak untuk mengakui
secara  terbuka  pertanggungjawaban
pemerintah atas pengelolaan sumber daya
(Febriani & Handayani, 2018)

Akuntabilitas adalah ukuran yang
dapat menunjukkan apakah aktivitas
birokrasi publik atau pelayanan yang
dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai
dengan norma dan nilai-nilai yang dianut
oleh rakyat dan apakah pelayanan publik
tersebut mampu mengakomodasi
kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Dengan demikian akuntabilitas terkait
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dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif
pemerintah yang tugas utamanya adalah
melayani rakyat harus bertanggung jawab
baik secara langsung maupun secara tidak
langsung kepada rakyat. Dengan kata lain,
bahwa akuntabilitas adalah kesediaan untuk
menjawab pertanyaan publik (Rifandi
Nofrizal, 2024).

Desa Harapan Makmur merupakan
salah satu desa yang terletak di Kecamatan
Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas,
dengan luas wilayah 15.800Ha. Mayoritas
penduduk desa Harapan Makmur pada
umunya sebagai petani. Adapun pendapatan

Desa Harapan Makmur ditahun 2023 yaitu:

Tabel 1.1 Pendapatan Desa Harapan

Makmur Tahun 2023
Pendapatan Desa Anggaran
Pendapatan Transfer Rp. 1.397.469.641
Dana Desa (APBN) Rp. 842.268.000
Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp. 18.338.791
Alokasi Dana Desa Rp. 536.862.850
Jumlah Pendapatan Rp. 1.397.469.641

Sumber: Data Laporan Realisasi Desa

Harapan Makmur Tahun 2023

Pengelolaan keuangan di Desa
Harapan Makmur dilakukan melalui
beberapa tahap, yaitu perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban. Dalam
prosesnya, Desa mengadakan musyawarah

perencanaan pembangunan (musrenbang)
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yang melibatkan perangkat desa dan
masyarakat. Pada tahap pelaporan dan
pertanggungjawaban, kepala desa

menyampaikan  laporan  penggunaan
APBDes untuk semester pertama kepada
Bupati atau Walikota.

Namun, pelaksanaan prinsip
transparansi dan akuntabilitas di desa
harapan makmur masih menghadapi
beberapa kendala, seperti partisipasi
masyarakat dalam musrenbang masih
rendah karena tidak setiap kegiatan
masyarakat ikut serta dalam kegiatan dan
tidak semua masyarakat memahami
tentang pengelolaan APBDes, sehingga
berdampak pada keselisih fahaman terkait
anggaran dana desa yang digunakan,
kurangnya media informasi seperti website
agar masyarakat desa bisa mengakses
informasi secara daring, kurangnya sumber
daya manusia dalam penggunaan aplikasi
pengelolaan keuangan desa dimana tidak
semua pegawai kantor desa bisa
menggunakan aplikasi dalam pengelolaan
keuangan. Berdasarkan pemaparan diatas,
melakukan

peneliti  tertarik  untuk

penelitian ~ dengan  judul  Analisis
Transparansi dan Akuntabilitas dalam
Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor

Desa Harapan Makmur.
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Berdasarkan latar belakang penelitian
ini  bertujuan  untuk  mengetahui
transparansi pengelolaan keuangan desa
pada kantor desa harapan makmur. Dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
pada kantor desa harapan makmur. Adanya
kesamaan antara aturan yang telah
ditetapkan dengan praktik yang ada di
lapangan. Dengan mengidentifikasi dan
menganalisi faktor-faktor yang
menyebabkan ketidaksesuaian tersebut,
peneliti diharapkan dapat memberikan
saran dan solusi bagi pemerintah desa

dalam mengelola keuangan desa secara

transparan dan akuntabel.

TINJAUAN PUSTAKA
1.  Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan merupakan
salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat
ini berkembang pesat seiring dengan
perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan
tuntutan

adanya transparansi  dan

akuntabilitas  politik atas dana-dana
masyarakat yang dikelola pemerintah,
sehingga memunculkan kebutuhan atas
penggunaan akuntansi dalam mencatat dan
melaporkan kinerja pemerintah (Rifandi
Nofrizal, 2024).

Pemerintah Desa merupakan pihak
yang mengelola urusan pemerintahan dan

melayani kepentingan masyarakat lokal
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dalam kerangka sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan warga desa, memperbaiki
sarana dan prasarana desa, mendorong
pembangunan ekonomi, serta
mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber
daya dan potensi yang ada di desa (Febriani

& Handayani, 2018).

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa
merupakan kelengkapan atau keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan Desa
(Soleha & Efendi, 2022).

Pengelolaan keuangan desa

merupakan keseluruhan kegiatan
seperti perencanaan, penganggaran, pencat
atan, pelaporan, pertanggungjawaban,
serta pengawasan keuangan desa. Untuk
mencapai hasil yang optimal, pengelolaan
keuangan desa memerlukan transparansi
dan akuntabilitas (Muhammad Adil et al.,
2022).
Pengelolaan keuangan Desa
merupakan kelengkapan atau keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
mengenai Pengelolaan Keuangan Desa
ialah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala
Desa karena mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
adalah perangkat desa yang melaksanakan
pengelolaan keuangan desa berdasarkan
keputusan Kepala Desa sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi di Desa dan Pemegang

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

(PKPKD) (Febriani & Handayani, 2018).

3. Transparansi

Transparansi berdasarkan
Permendagri No. 71 Tahun 2010 adalah
memberikan informasi keuangan yang
terbuka dan jujur kepada publik atas dasar
bahwa publik memiliki hak untuk
mengakui secara terbuka
pertanggungjawaban  pemerintah  atas
pengelolaan sumber daya (Febriani &
Handayani, 2018).

(Krina,2012) dalam (Yusuf et al.,
2021) Transparansi adalah prinsip yang
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap
orang untuk dapat memperoleh informasi
tentang penyelenggaraan yang
dilaksanakan oleh pemerintahan seperti

tentang suatu kebijakan, proses pembuatan
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dan pelaksanaan program, dan hasil-hasil

yang telah dicapai.

4.  Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk
kewajiban dari seseorang atau unit
organisasi untuk
mempertanggungjawabkan  pengelolaan
dari awal hingga akhir dalam rangka
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan
melalui media pertanggungjawaban secara
periodik (Rifandi Nofrizal, 2024).

Akuntabilitas merupakan syarat dasar
untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan
dan untuk memastikan bahwa kekuasaan
diarahkan untuk mencapai tujuan nasional
yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi,
efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan
tertinggi (Edowai et al., 2021).

Akuntabilitas (accountability) adalah
kewajiban untuk mempertang-
gungjawaban atau menanggapi serta
menjelaskan tentang kinerja dan perbuatan
badan hukum pimpinan suatu organisasi
kepada pihak yang mempunyai hak atau
kewanangan untuk meminta keterangan
atau pertanggungjawaban (Febriani &
Handayani, 2018).

Penelitian sebelumnya oleh Sefttyan
Bella Fercy dan Dian Saputra (2023)
menunjukan bahwa pengelolaan keuangan

desa di Desa Bukit Kratai belum
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sepenuhnya sesuai dengan indikator
transparansi berdasarkan Permendagri No.
20 Tahun 2018.

Studi lain oleh Lidia Pratiwi,
Nuraisyah, Masnawaty (2024) menunjukan
bahwa penerapan prinsip akuntabilitas
dalam pengelolaankeuangan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan Penatausahaan
dan pertanggungjawaban Dapat dikatakan
akuntabel sesuai dengan indikator yang
digunakan yaitu Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Fitria Melynsyah Yusuf, Yuwin Alj,
Sariyanti P. Bouti (2021) menunjukan
Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo
Tango Kecamatan Tolangohula sendiri
sudah bisa melaksanakan pengelolaan

dengan baik hanya saja belum maksimal.

METODE PENELITIAN
Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan
mengikuti prosedur sistematis, dimulai dari
pemilihan masalah yang berkaitan dengan
transparansi dan  akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan desa pada kantor
desa harapan makmur. Studi pendahuluan
dilakukan peneliti untuk memahami kondisi
kantor desa harapan makmur. Selanjutnya
peneliti merumuskan masalah, menentukan

pendekatan  yang  digunakan  serta
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mengumpulkan dan menganalisis data

untuk mendapatkan hasil yang valid.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data
primer berupa tanya jawab langsung
mengenai hal-hal yang dianggap relevan
yang erat hubungannya dengan masalah
yang akan dibahas. Data sekunder yang
peneliti kumpulkan berupa dokumen, buku,

dan jurnal ilmiah.

Metode Pengumpulan Data

Dalam  penelitian  ini  peneliti
menggunakan tiga teknik pengumpulan
data yaitu observasi terus terang atau
tersamar, wawancara terstruktur (structured
interview) dengan perangkat desa, Bpd,
kadus, dan masyarakat desa harapan

makmur dan dokumentasi.

Intrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen
utamanya adalah peneliti sendiri, namun
selanjutnya setelah  fokus penelitian
menjadi jelas, maka kemungkinan akan
instrumen

dikembangkan penelitian

sederhana, yang  diharapkan  dapat
melengkapi data dan membandingkan
dengan data yang telah ditemukan melalui

observasi dan wawancara.
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Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan
teknik reduksi data, penyajian data,
penarikan  kesimpulan. Data  yang

terkumpul  dikategorikan  selanjutnya
disajikan dalam bentuk tabel perbandingan
untuk

dan  dianalisis mendapatkan

kesimpulan yang valid.

Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pemeriksaan
keabsahan data dilakukan melalui beberapa
teknik untuk memastikan bahwa data yang
diperoleh akurat dan dapat dipercaya.
Dengan menerapkan metode uji kredibilitas
(credibilitiy), pengujian transferability,
pengujian dependability, dan pengujian

confirmability.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor desa
harapan makmur kecamatan muara lakikan
kabupaten musi rawas. Waktu pelaksanaan
penelitian berlangsung selama enam bulan

(agustus 2025- januari 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Hasil penelitian ini adalah pada tahap
transparansi kantor desa harapan makmur
dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan
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pertanggungjawaban sesuai dengan
Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Sedangkan pada akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan desa sudah sesuai
dengan ketentuan Pemendagri Nomor 20
Tahun 2018,

tahapan  pengelolaan

keuangan desa mencangkup tahap
perencanan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban yang
dilakukan sudah sesuai dengan prinsip

akuntabilitas.

Pembahasan
1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pada pengelolaan keuangan desa
menunjukkan bahwa pengelolaan
keuangan desa di desa harapan makmur
secara keseluruhan, proses pengelolaan
keuangan desa di desa ini mencakup lima
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban.

1) Tahap rerencanaan, dalam tahap ini
desa harapan makmur melibatkan
masyarakat secara aktif melalui

musyawarah dusun (musdus) dan
musyawarah desa (musdes), untuk
membuat Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDes) dan Musyawarah
Desa

Rencana Pembangunan

(Musrenbangdes). Penyusunan

APBDes yang disesuaikan dengan
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2)

3)

4)

anggaran tersedia  dan

yang
memprioritaskan  kegiatan  sesuai
dengan kebutuhan masyarakat desa.
Tahap Pelaksanaan, dalam tahap
pelaksanaan proses pencairan dana
dilakukan berdasarkan dokumen
yang sah, yaitu Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) yang diajukan
oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Kaur keuangan mencairkan dana
berdasarkan SPP dan pelaksanaan
kegiatan dilakukan oleh TPK. Proses
ini menunjukkan adanya prosedur
yang jelas, serta penggunaan dana
yang terencana dan terverifikasi.
Tahap Penatausahaan, dalam tahap
ini desa harapan makmur
menggunakan sistem aplikasi untuk
mempermudah  pencatatan  dan
pelaporan keuangan. Kaur keuangan
bertanggung jawab untuk mencatat
dan menatausahakan semua transaksi
yang terjadi, termasuk pembayaran
kepada TPK.

Pelaporan, dalam tahap ini setelah
kegiatan dilaksanakan, TPK
bertanggung jawab untuk menyusun
laporan pertanggungjawaban.
Laporan ini kemudian diverifikasi
oleh kaur keuangan dan disusun

sesuai dengan prosedur administratif
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yang berlaku. Proses pelaporan
dilaksanakan tepat waktu dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar
dapat segera diaudit.

Tahap Pertanggungjawaban, dalam

tahap ini TPK membuat bukti-bukti

pertanggungjawaban atas
penggunaan dana desa. Kaur
keuangan bertugas untuk

mengumpulkan dan membukukan
bukti-bukti tersebut sebagai bagian
dari administrasi keuangan desa.
Proses ini memastikan bahwa semua

kegiatan yang dibiayai oleh dana desa

dapat dipertanggungjawabkan
dengan jelas, sesuai dengan anggaran
yang telah disetujui.

Transparansi

Kegiatan Musyawarah  Rencana
Pembangunan Desa

(Musrenbangdes), dalam hal ini desa

harapan  makmur secara rutin
mengadakan musyawarah desa setiap
kegiatan perencanaan pembangunan
yang melibatkan unsur masyarakat
untuk ikut serta dalam musyawarah
tersebut. Tetapi pada desa harapan
makmur  partisipasi  masyarakat
dalam mengikuti musyawarah masih
tidak  semua

kurang  karena

masyarakat ikut serta dalam kegiatan
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2)

3)

musyawarah yang diadakan dan tidak
semua masyarakat paham mengenai
alokasi dana desa.

Masyarakat desa harapan makmur
mengenai informasi mereka dapat
bertanya langsung ke BPD atau
melihat baliho laporan realisasi
APBDes yang dipasang di depan
kantor desa harapan makmur, untuk
media informasi secara online desa
harapan makmur tidak ada atau
pemerintah desa tidak menyediakan
informasi untuk masyarakat secara
online melalui website.

Keterbatasan dalam akses informasi,
dalam hal ini meskipun ada
keterbatasan akses informasi, peneliti
menemukan adanya informasi yang
diberikan berupa papan pengumuman
seperti balitho yang dipasang di
kantor desa yang berupa laporan
realisasi APBDes yang berisikan
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan. Dalam hal ini desa
harapan makmur tidak menyediakan
informasi secara online
seperti tidak adanya website yang

dijadikan media informasi.
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Akuntabilitas

1) Akuntabilitas Tahap Perencanaan

a. Sekretaris desa harapan makmur
dalam  menyusun = APBDes
(Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Desa) berdasarkan RKP
Desa dan pedoman yang diatur
oleh peraturan bupati atau wali
kota setiap tahunnya.

b. Rancangan APBDes
disampaikan oleh sekretaris desa
kepada kepala desa harapan
makmur, yang kemudian
disampaikan kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
untuk dibahas dan disepakati.

c. Sesuai peraturan yang berlaku
rancangan yang sudah disepakati
disampaikan oleh kepala desa
kepada bupati atau wali kota
untuk mendapatkan persetujuan.

d. Perencanaan APBDes di desa
harapan makmur sudah
dilaksanakan sesuai  dengan
peraturan yang ada, dan
melibatkan  berbagai  pihak
seperti kepala desa, BPD dan

masyarakat.

Kantor desa harapan makmur
pada tahap perencanaan dalam

penyusunan  APBDes  sekertaris
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menyusun berdasarkan RKP desa
sesuai dengan peraturan bupati atau
walikota di setiap tahun anggaran
berjalan, kemudian sekertaris
menyampaikan rancangan peraturan
desa terkait APBDes kepada kepala
desa harapan makmur, dan kepala
desa harapan makmur menyampaikan
rancangan APBDes kepada BPD, dan
setelah disetujui BPD kepala desa
menyampaikan rancangan kepada
bupati/walikota. Hal ini menunjukkan
bahwa kantor desa harapan makmur
sudah melakukan tahapan-tahapan
yang ada pada akuntabilitas tahap
perencanaan berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, 2018.

2) Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan

a. Desa harapan makmur sudah
memiliki rekening kas desayang
dimanaseluruh penerimaan dan
pengeluaran desa dilakukan
melalui rekening kas desa, yang
ditunjukan kepada bupati atau
wali kota.

b. Kaur Keuangan menyusun
Rancangan Anggaran Kas Desa

(RAK Desa) dan disampaikan

kepada kepala desa melalui
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sekretaris desa harapan makmur.

c. Kepala desa harapan makmur
menugaskan kaur keuangan dan
kasi pelaksana kegiatan
anggaran untuk mempercepat
pelaksanakan kegiatan yang
telah  direncanakan  dalam
APBDes.

d. Tugas utama kepala desa adalah
memastikan ~ bahwa  setiap
kegiatan memiliki penanggung
jawab yang  jelas dan

dilaksanakan sesuai peraturan

yang berlaku.

e. Media pertanggungjawaban
berupa SPJ (Surat
Pertanggungjawaban)

pelaksanaan kegiatan APBDes
dan laporan
pertanggungjawaabn yang
dilaporkan oleh kepala desa

kepada bupati melalaui camat.

Pada desa harapan makmur
sesuai dengan peraturan sudah
memiliki rekening kas desa yang
dimana seluruh  penerimaan dan
pengeluaran  desa  dilaksanakan
melalui  rekening tersebut dan
ditujukan kepada bupati/wali kota.
Seluruh penerimaan dan pengeluaran

kas di desa harapan makmur
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dilakukan oleh kaur keuangan
melalui  sekretaris desa  untuk
disampaikan kepada kepala desa
harapan makmur. Kepala desa
harapan makmur menugaskan kaur
dan kasi pelaksana kegiatan anggaran
untuk mempercepat pelaksanaan
kegiatan yang telah direncanakan
dalam APBDes, pemerintah desa juga
memastikan bahwa setiap kegiatan
memiliki penanggungjawab yang
jelas dan berjalan sesuai dengan
peraturan yang berlaku, media
pertanggungjawaban berupa (SPJ)
surat pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan APBDes yang
dilaporkan kepala desa ke pada bupati

melalui camat.

Hal ini menunjukkan bahwa
kantor desa harapan makmur sudah
melakukan tahapan-tahapan yang ada
pada akuntabilitas tahap pelaporan
berdasarkan  (Peraturan = Menteri
Dalam Negeri No 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, 2018).

3) Akuntabilitas Tahap
Penatausahan
a. Penatausahaan keuangan

dilakukan oleh kaur
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keuangan sebagai
pelaksana penatausahaan
sudah dijalankan dengan
baik dengan membuat
laporan
pertanggungjawaban.

b. Pada setiap pencatatan
pengeluaran dan
penerimaan di  desa
harapan makmur dibuat
dalam buku kas umum
secara  lengkap dan
semuanya itu  sesuai

dengan peraturan.

Pada kantor desa harapan
makmur menunjukkan bahwa sudah
melakukan tahapan-tahapan yang ada
pada akuntabilitas tahap
penatausahaan berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa.

4) Akuntabilitas Tahap Pelaporan
a. Kepala desa harapan makmur
dengan  membuat  laporan
realisasi pelaksanaan sebagai
bentuk pertanggungjawaban
kepala desa kepada pemerintah
sesuai dengan peraturan, surat

pertanggungjawaban
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pelaksanaan kegiatan APBDes di
laporan kepada bupati/wali kota
melalui camat.

b. Laporan ini mencakup APBDes
pengeluaran dan penerimaan,
yang dapat dilihat melalui
aplikasi siskeudes.

c. Kepala desa menyusun laporan
pelaksanaan ~ APBDes  dan
laporan realisasi kegiatan dengan
cara menggabungkan seluruh

laporan.

Pada kantor desa harapan makmur
ditahap pelaporan kepala desa harapan
makmur membuat laporan realisasi
pelaksanaan sebagaoi bentuk
pertanggungjawaban kepala desa kepada
pemerintah sesuai dengan peraturan, surat
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
APBDes dilaporkanke bupati/wali kota
melalui camat, desa harapan makmur
menggunakan aplikasi siskudes yang
memuat laporan APBDes dan realisasi
kegiatan penerimaan dan pengeluaran,
kepala desa menyusun laporan pelaksanaan
APBDes dan laporan realisasi kegiatan di
susun oleh kepala desa dengan cara
menggabungkan seluruh laporan. Hal ini
menunjukkan bahwa kantor desa harapan
makmur sudah melakukan tahapan-tahapan

yang ada pada akuntabilitas tahap
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pelaporan berdasarkan Pemendagri
Nomor 20 tahun 2018.
5)  Akuntabilitas Tahap

Pertanggungjawaban

a. Kepala desa untuk laporan
pertanggungjawaban  APBDes
dilaporkan terus, untuk tahapan-
tahapan itu dilaporkan terus dan
yang terakhir penggabungan
laporan dan dilaporkan di akhir
tahun kepada bupati/wali kota
melalui camat sesuai dengan
peraturan yang ada.

b. Laporan pertanggungjawaban di
sampaikan  melalui  aplikasi

siskeudes pada akhir tahun

sebelum bulan ke tiga, dan

mencakup laporan

keuangan, laporan realisasi, serta

daftar program sektoral dan

program daerah yang masuk ke

desa ada di dalam aplikasi

siskeudes.

c. Media pertanggungjawaban
berupa SPJ (Surat
Pertanggungjawaban)

pelaksanaan kegiatan APBDes
dan laporan
pertanggungjawaban yang
dilaporkan oleh kepala desa

kepada bupati/wali kota melalui
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camat.

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun
2018, akuntabilitas tahap
pertanggungjawaban  dapat  dilakukan
dengan cara, kepala desa menyampaikan
laporan  pertanggungjawaban  realisasi
APBDes kepada bupati atau wali kota
melalui amat setiap akhir tahun anggaran,
membuat laporan pertanggungjawaban dan
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah akhir tahun anggaran berkenaan
yang ditetapkan dengan peraturan desa,
kemudian laporan pertanggungjawaban
yang dibuat berupa laporan keuangan,
laporan realisasi kegiatan, daftar program
sectoral program daerah dan program
lainnya yang masuk ke desa, adanya media
pertanggungjawaban  sebagai  bentuk
pertanggungjawaban pemerintah desa atau
daerah mengenai pengelolaan keuangan
desa. Hal ini menunjukkan bahwa
berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun
2018 kantor desa harapan makmur
akuntabilitas pada tahap

pertanggungjawaban sudah akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Transparansi

40


https://journal.fexaria.com/j/index.php/jiamb

Jurnal Inovasi Akuntansi dan Manajemen Bisnis

Hasil analisis yang telah
dilakukan peneliti maka dapat di tarik
kesimpulan bahwa penerapan
transparansi  dalam  pengelolaan
keuangan desa harapan makmur pada
setiap tahapan, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, hingga
pertanggungjawaban, pada dasarnya
telah berjalan sesuai dengan ketentuan
pengelolaan keuangan desa
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018.

. Akuntabilitas

Hasil analisis yang telah
dilakukan peneliti maka dapat di tarik
kesimpulan bahwa penerapan
akuntabilitas, pengelolaan keuangan
desa di kantor desa harapan makmur
dapat dikatakan telah memenuhi
prinsip akuntabel sesuai dengan
ketentuan Permendagri Nomor 20
Tahun 2018. Seluruh tahapan
pengelolaan keuangan desa, yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan,  pelaporan,  dan
pertanggungjawaban, telah
dilaksanakan secara terstruktur dan
mengikuti prosedur yang berlaku.

Proses pengelolaan keuangan desa
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juga  telah  didukung  dengan
pemanfaatan sistem aplikasi, seperti
Siskeudes, yang berperan dalam
mempermudah kegiatan administrasi
dan penyusunan laporan keuangan.
Selain itu, lapora realisasi kegiatan
dan keuangan desa telah disusun serta
disampaikan tepat waktu kepada
bupati atau wali kota melalui camat

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Saran

Berdasarkan  temuan  penelitian,
peneliti menyarankan agar pemerintah
Desa desa harapan makmur lebih
meningkatkan keterbukaan dalam
pengelolaan  keuangan desa  dengan
memperluas penyediaan informasi kepada
masyarakat.  Upaya  tersebut  dapat
dilakukan melalui penambahan media
informasi, seperti papan pengumuman yang
ditempatkan di titik-titik strategis dan
memuat laporan  pertanggungjawaban,
informasi anggaran, serta realisasi dana
desa dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Selain itu, pemerintah desa perlu
melakukan kegiatan sosialisasi secara
berkelanjutan guna mendorong keterlibatan
masyarakat  sekaligus  meningkatkan
pemahaman warga mengenai APBDes.

Pemanfaatan teknologi informasi juga
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menjadi hal penting, antara lain dengan
menyediakan website atau media sosial
resmi desa sebagai sarana penyampaian
informasi secara daring. Dengan adanya
digitalisasi informasi, masyarakat
diharapkan lebih mudah mengakses laporan
keuangan desa. Selanjutnya, evaluasi
secara berkala perlu dilakukan untuk
menilai penerapan prinsip transparansi dan
akuntabilitas agar pengelolaan keuangan
desa dapat terus ditingkatkan secara

berkesinambungan.
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